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Keberadaan Undang-Undang tentang pemerintahan daerah sudah mengalami beberapa 

kali perubahan sejak reformasi yaitu, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-

Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. 

Berdasarkan amanat pasal 18 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945 bahwa otonomi daerah harus diberikan seluas-luasnya kepada pemerintahan daerah 

untuk mengurus rumah tangganya masing-masing justru malah berbalik dengan keadaan 

sekarang yang mana di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan daerah banyak kewenangan yang seharusnya menjadi kewenangan 

pemerintah daerah ditarik ke pemerintah pusat, jadi masih banyak kewenangan yang 

menganut semangat resentralisasi dalam undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan daerah. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui untuk mengetahui bagaimana 

implementasi asas desentralisasi di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah , serta untuk mengetahui bagaimana hubungan antara pemerintah 

pusat dan daerah di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah. 
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Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang merupakan hasil dari studi 

kepustakaan terhadap Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Sesuai dengan sifat penelitian hukumnya, yakni preskriptif analisis, maka pendekatan yang 

digunakan adalah pendekatan perundang-undangan (statute approach). Untuk 

menganalisis isu hukumnya, menggunakan sumber bahan hukum primer, bahan hukum 

sekunder dan bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan bahan hukum yaitu 

penelitian kepustakaan. 

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 

1. Ada beberapa permasalahan yang mendasar dalam penyelenggaraan otonomi daerah 

oleh pemerintah pusat selama ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi 

sehingga proses desentralisasi menjadi terhambat akibat adanya beberapa penarikan 

kewenangan dari daerah ke pusat. Disisi lain, dengan kuatnya kebijakan yang 

mengarah ke semangat sentralisasi membuat semakin tingginya ketergantungan 

daerah-daerah kepada pusat yang hampir membuat kemandirian masyarakat beserta 

seluruh perangkat pemerintahan di daerah jadi menurun. Belum lagi kesenjangan yang 

terjadi antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam kepemilikan sumber 

daya alam yang membuat asas desentralisasi diharaukan.  

Ada empat aspek yang dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang 

masih terlihat adanya semangat sentralisasi, yaitu: Penegasan Kekuasaan Presiden, 

Hubungan Pemanfaatan Sumber Daya Alam, Pengelolaan Laut dan Adanya Lampiran 

Undang-undang yang Mengatur Pembagian Urusan Konkuren antara Pemerintah 

Pusat, Daerah Provinsi, dan Daerah Kabupaten/Kota. 
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2. Hubungan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah diatur dalam 

Pasal 18 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Konsep 

otonomi daerah melalui sistem rumah tangga materiil dengan mengatur secara rinci 

pembagian urusan kewenangan yang berbeda dari sistem formil dan nyata (riil), 

sehingga melalui dekonsentrasi suatu sistem pemerintah memiliki kewenangan luas 

dalam melaksanakan isu strategis nasional di daerah yang padahal sangat mempersulit 

pemerintah untuk lebih fokus dalam meningkatkan kemandirian di daerah.  

Di dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengatur secara lebih rinci 

mengenai urusan pemerintahan dengan sistem rumah tangga daerah materiil, maka 

dalam hal ini tidak selaras dengan prinsip di dalam pasal 18, karena ini merupakan 

sebuah penekanan bahwa pemerintah pusat sebagai pengatur kebijakan jadi secara 

jelas untuk urusan pemerintahan absolut sepenuhnya dipegang oleh pusat, urusan 

pemerintahan konkuren yang seharusnya didominasi oleh pemerintahan daerah juga 

ada sebagian bahkan lebih banyak dipegang oleh pemerintahan pusat, dan juga untuk 

urusan pemerintahan umum juga dipegang oleh Presiden yang juga merupakan kepala 

negara yang berada di pusat.  

Dengan ditariknya beberapa kewenangan dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke 

pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah provinsi, maka sulit sekali untuk tidak 

mengatakan undang-undang ini jauh dari kata desentralisasi, yang juga akan 

menjadikan hubungan antara pemerintah daerah Kabupaten/Kota, pemerintahan 

daerah Provinsi, dan pemerintah pusat tidak harmonis karena beberapa kewenangan 

ditarik ke pusat. 
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ABSTRAK  

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi asas 

desentralisasi di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah serta bagaimana hubungan antara pemerintah pusat dan daerah di dalam Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tipe penelitian yang 

digunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan menggunakan teknik pengumpulan data 

studi kepustakaan dengan membaca buku, dokumen-dokumen, undang-undang dan media 

informasi lain yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. 

Dari hasil analisis data, dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara dengan 

bentuk Kesatuan dengan sistem Republik. Jadi sesuai amanat pasal 18 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa urusan pemerintahan 

diselenggarakan dengan asas desentralisasi yaitu memberikan otonomi seluas-luasnya 

kepada pemerintah daerah untuk mengurus rumah tangganya masing-masing, demi 

terwujudnya kemandirian di setiap daerah untuk pemerataan pembangunan dan 

meningkatkan kesejahteraan rakyat di daerah tersebut. Namun di dalam Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengenai urusan ada beberapa yang 

ditarik ke pusat hal semacam ini tidak selaras dengan amanat pasal 18 Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

Kata kunci (keyword) : Desentralisasi, Sentralisasi, Otonomi Daerah 
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